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PELAKSANAAN DISKRESI OLEH  KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN 

AKSI BALAP LIAR DI KOTA PADANG (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian 

Resor Kota Padang) 

 

ABSTRAK 

Fenomena aksi balap liar di Kota Padang telah menjadi isu yang serius, pelaku balap 

liar melibatkan banyak anak di bawah umur. Aksi ini menimbulkan masalah 

ketertiban umum, sehingga memerlukan penindakan Kepolisian Resor Kota Padang. 

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian memiliki kewenangan Diskresi yang diatur 

dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan 

Kapolri No. 5 tahun 2021 tentang Penertiban dan Penandanan Surat Izin 

Mengemudi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Pertama Bagaimana 

pengaturan pelaksanaan diskresi oleh kepolisian dalam penanganan aksi balap liar di 

wilayah hukum Resor Kota Padang, Kedua, Bagaimana bentuk pelaksanaan diskresi 

oleh kepolisian dalam penanganan aksi balap liar di wilayah hukum Resor Kota 

Padang. Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu metode yuridis empiris 

artinya penelitian hukum dengan menganalisis implementasi hukum di masyarakat.  

Berdasarkan hasil penilitian dapat disimpulkan bahwa. Pengaturan Pelaksanaan 

diskresi dalam penanganan aksi balap liar diatur berdasarkan Undang-Undang No. 2 

Tahun 2002, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, dan Peraturan Kapolri No. 5 

tahun 2021. Bentuk diskresi yang dilakukan didasarkan pada keputusan pimpinan 

dan kesepakatan bersama yang disebut Diskresi Birokrasi, berupa pembinaan 

terhadap pelaku balap liar di bawah umur dengan membuat surat pernyataan, 

melengkapi surat kendaraan, dan memanggil orang tua. Bagi pelaku balap liar 

dewasa menerapkan tindakan diskresi dengan penambahan waktu pengamanan 

kendaraan, dalam peraturan 2 minggu kini diperpanjang menjadi tiga bulan. Dengan 

demikian, diharapkan tindakan diskresi oleh Satlantas Polresta Padang dilakukan 

dengan proporsional dan tranparansi agar memberikan efek jera bagi pelaku dan  

tercipta lalu lintas yang aman dan tertib. 
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